BAB VI
SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Profesi

Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di Apotek “Libra” yang

terletak di jalan Arif Rachman Hakim No. 67 Surabaya mulai tanggal

4 Juni 2018 sampai dengan 14 Juli 2018, maka dapat diberikan

beberapa saran bagi calon Apoteker diantaranya sebagai berikut :

1.

Calon Apoteker yang melaksanakan Praktek Kerja Profesi
di Apotek, diharapkan lebih berperan aktif dalam praktek
kerja profesi di apotek agar mendapatkan pengetahuan dan
keterampilan yang lebih banyak sehingga mampu
mengetahui peran dan tanggung jawab Apoteker di Apotek
dalam pelayanan kefarmasian.

Calon Apoteker yang melaksanakan Praktek Kerja Profesi
di Apotek, hendaknya lebih membekali diri dengan ilmu
pengetahuan praktis yang berhubungan dengan pelayanan
kefarmasian dan perbekalan kesehatan, peraturan
perundang-undangan kefarmasian serta manajemen Apotek
sebelum melaksanakan PKPA di Apotek, sehingga calon
Apoteker dapat secara langsung mengaplikasikan ilmu
tersebut secara efektif dan efisien.

Calon Apoteker yang melaksanakan Praktek Kerja Profesi
di  Apotek, perlu meningkatkan kemampuan dalam
berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi yang
baik dan tepat kepada pasien, serta membekali diri dengan
pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang sering
digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan
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pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada
masyarakat dengan benar dan jelas.

Calon Apoteker yang melaksanakan Praktek Kerja Profesi
di Apotek juga diharapkan dapat mempelajari macam -
macam obat dari berbagai kelas terapi agar wawasan dan
pengetahuan yang didapatkan lebih banyak.

Calon Apoteker yang melaksanakan Praktek Kerja Profesi
di Apotek, hendaknya memiliki kemampuan komunikasi
yang baik dan berperilaku baik, serta mempunyai
kemampuan kerja sama yang baik selama PKP Apoteker
sehingga dapat berinteraksi dengan pegawai apotek lainnya
baik Apoteker, asisten apoteker, juru racik, maupun

pegawai umum.
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